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ABSTRACT

This research aimed to determine whether there w#ferences between the
financial performance of local government distri¢tsities in Central Javabefore
and after the economic crisis of 2008. The instminfer analyzing the financial
performance of local government in managing thealldiinances was by using
financial ratio analysis of APBD. Furthermore, th@alysis of financial ratios are
used to be benchmark the level of local financiatbaomy in maintain the
implementation of regional autonomy, measure tlece¥iness in realization of
revenue, measure of local financial efficiencypersding expenditure that is spent in
accordance with destining and fulfilling that wakmed, the financial activity in
spending of the local income and know how big cerapbrevenue contribution in
the local revenue, there are local taxes and |devdies.

The study sample was the regencies/ cities in @eddiva. The analyzed data
is Realized Report of APBD in 2005 until 2010. BEmalysis instrument used to
determine differences between financial performarefere and after the economic
crisis 2008 was “The Paired Sample T Test” for naliy distributed data. That if
the data are not normally distributed using the t#s'Wilcoxon Signed Rank Test”.

The results of research showed that the financedfggmances of local
government district/ cities in Central Java in tfem efficiency of local finance,
effectiveness of local financial, regional finaraativities, the contribution of local
revenues (local taxesafter the economic crisis of 2008 was lower thafoleethe
economic crisis of 2008. There was no differenoethé form of regional financial
independence and the contribution of revenue coesr(local levy).

Keywords: Performance of Local Government Finan@&d23BD, Ratio Analysis of
Local Goverment, The Economic Crisis of 2008.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakatiajgat perbedaan antara
kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/dettawa Tengah sebelum dan
sesudah krisis ekonomi 2008. Alat untuk mengarsaksierja keuangan pemerintah
daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengaggomakan analisis rasio
keuangan terhadap APBD. Selanjutnya, analisis resimngan tersebut digunakan
untuk tolak ukur tingkat kemandirian keuangan daerdalam membiayai
penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitelam merealisasikan
pendapatan daerah, mengukur efisiensi keuanganaldadalam melakukan
pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan p&kamiya dan memenuhi dari
apa yang direncanakan, aktifitas keuangan dalam bmlkmakan pendapatan
daerahnya untuk alokasi belanja modal dan mengetdherapa besar kontribusi
penerimaan komponen dalam pendapatan asli daeekni ypajak daerah dan
retribusi daerah.

Sampel penelitian ini adalah pemerintah kabupaketd se-Jawa Tengah.
Data yang dianalisis adalah Laporan Realisasi ApBfa tahun 2005 sampai dengan
2010. Alat analisis yang digunakan untuk mengetgeubedaan kinerja keuangan
sebelum dengan sesudah krisis ekonomi 2008 adRdaled Sample T Testntuk
data yang berdistribusi normal. Apabila data yaidpkt terdistribusi normal
menggunakan ujVilcoxon Signed Rank Test.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerjadagan pemerintah daerah
kabupaten/ kota se-Jawa Tengah dalam bentuk efektifeuangan daerah, efisiensi
keuangan daerah, aktifitas keuangan daerah, damitkei pendapatan asli daerah
(pajak daerah) sesudah krisis ekonomi 2008 lehidade dibanding sebelum krisis
ekonomi 2008. Tidak terdapat perbedaan kinerja kgaua daerah dalam bentuk
kemandirian keuangan daerah dan kontribusi kompgmamdapatan asli daerah
(retribusi daerah).

Kata kunci . Kinerja Keuangan Pemerintah DaerahBBP Analisis Rasio
Pemerintah Daerah, Krisis Ekonomi 2008.
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.BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan global yang bermula dari krisisdirgperumahan di
Amerika Serikat membawa implikasi pada memburukydisi ekonomi global
secara menyeluruh. Hampir di setiap negara, baikadiasan Amerika, Eropa,
maupun Asia, merasakan dampak akibat krisis keuangjabal tersebut.
Termasuk salah satunya adalah Indonesia. Hal inmboat perubahan yang

cukup mendadak terhadap kondisi perekonomian dinesia.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional
2008
Triwulan | Triwulan Il [Triwulan Il Triwulan 1V
6,2% 6,4% 6,4% 2,8%

Sumber: Bappenas

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan glolathadap
perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada trivdla tahun 2008 yang
tampak pada tabel 1.1. Hal ini disebabkan penurwei@por dan perlambatan
pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbubhanoek. Untuk menjaga
kemerosotan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjkansumsi masyarakat
diupayakan untuk tetap dijaga dengan menjaga dajianbasyarakat melalui
pengendalian inflasi dan berbagai program pengarakgmiskinan.

1



Perubahan kondisi perekonomian melalui pertumbw@kamomi nasional
yang menurun pada triwulan IV tahun 2008 diharapkemerintah daerah
sebagai pihak yang berwenang secara langsung roemiget mengelola berbagai
urusan penyelenggaran pemerintah bagi kepentingarkelsejahteraan masyara-
kat daerah yang bersangkutan untuk menerapkan akahijkebijakan dan
mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dadsaku Pegangan 2009
Penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah menjelbgakaa dengan tingkat
pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas ekan@ng terjaga, serta adanya
keterpaduan penerapan kebijakan di daerah makaaremtal perekonomian
daerah akan tetap kuat dalam menghadapi krisisnigamaglobal Pemberian
kewenangan kepada daerah itu sendiri sebagai idibaslakukannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahamabagang sekarang
menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Umpdlardang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antararidtahePusat dan Daerah
yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tah0o4.

Azhar (2008) menjelaskan bahwa krisis ekonomi yaetanda Indonesia
pada awal tahun 1996 dan mencapai puncaknya pada tE©97 mendorong
keinginan kuat dari pemerintah pusat untuk melegaskebagaian wewenang
pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharagi@aahddapat membiayai
kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat dasar kemampuan

keuangan sendiri. Dengan kata lain, penurunan peaan negara secara



simultan telah mendorong timbulnya inisiatif peméerstatus otonomi kepada
daerah otonom sebagaimana diatur dalam UU No.51TaBéd4 sebagai sebutan
bagi Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota di erzlksgh otonomi daerah.

Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercegatujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peayapemberdayaan dan
peran serta masyarakat. Disamping itu melalui atoroas, daerah diharapkan
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhapkasip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususama spotensi dan
keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatksiensef dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi iitikdgeratkan pada daerah
kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota bergabulangsung dengan
masyarakat (Sasongko, 2009).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut tidakahkesiapan aparat
pemerintah daerah saja, tetapi juga masyarakak unéndukung dengan peman-
faatan sumber-sumber daya secara optimal pembamgieerah harus sesuai
dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakaj ftambuh dan berkembang.
Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daenanglsesuai dengan potensi
yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pdastan sumber daya yang
ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersedpdtdnengakibatkan lambat-
nya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bens@amgkApalagi jika
dihadapkan adanya kondisi seperti krisis ekonomi.

Saat ini kemampuan beberapa pemerintah daerah segjat tergantung

pada penerimaaan yang berasal dari pemerintah pasatomo, 2009). Oleh



karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya gananegara karena APBN
Tahun 2008 yang banyak dipengaruhi oleh perkemlaaganomi global, antara
lain tingginya harga komoditi khususnya minyak bwan gas alam (migas) serta
krisis finansial global yang mendorong depresidai tukar rupiah terhadap mata
uang US dollar. Volume APBN tahun-tahun berikutnyma diperkirakan
meningkat dibanding realisasi APBN Tahun 2008 (EBaas, 2009).

Tabel 1.2
Realisasi APBN (dalam rupiah)

2007 2008 2009

Pendapatan 707.806.088.304.9281.609.433.326.13|7848.763.235.195.483

Belanja 757.649.912.890.87885.730.715.086.613937.382.019.569.76|/

Sumber:LKPP Perbendaharaan

Berdasarkan tabel 1.2 realisasi APBN pada sisi ggestdn tahun 2009
menurun dari tahun 2008 sebesar 13,53%, maka skteaph dituntut harus dapat
membiayai sendiri melalui sumber-sumber keuangagy yhkuasainya dan tidak
bergantung kepada bantuan eksternal, yakni dariepetah pusat. Peranan
pemerintah daerah dalam menggali dan mengembargkbagai potensi daerah
sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat wolarenkeberhasilan
pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dapampeh masyarakat di
daerah (Purnomo, 2009).

Bappenas menjelaskan bahwa dampak krisis keuanigéal gerhadap
perekonomian daerah antara lain dapat dilihat Eadkéor perdagangan, usaha

mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ketenagaaj Di sektor



perdagangan, sampai dengan bulan November 2008 Jakdrta, Kalimantan

Timur, Riau, Jawa Timur, Sumatera Utara, KepulaR#w, Sumatera Selatan,
Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, merupdiarbesar Propinsi
dengan nilai perdagangan luar negeri yang terb&sarara rata-rata nilai ekspor
perbulan sampai bulan November mencapai US$ 11]&rmnamun mulai

mengalami sedikit penurunan pada bulan OktobeMNdas@mber 2008.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu danddngi yang memilki
nilai perdagangan luar negeri terbesar di Indoné&hingga, pemerintah daerah
baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupateta diharapkan mampu
melakukan kinerja positif dengan menetapkan kebijak kebijakan yang tepat
sasaran dalam upaya mencegmtemahan perekonomian Jawa Tengah lebih
lanjut dan untuk mendorong struktur pertumbuhanneka kabupaten/ kota di
Jawa Tengah yang lebih seimbang melalui penganggara

Untuk mengetahui kinerja keuangan suatu daerah rpaka dilakukan
suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemeridggiah dalam mengelola
keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandifalam era otonomi
daerahnya dan untuk menghadapi pelemahan pertumieldoaomi daerah akibat
adanya krisis ekonomi 2008. Salah satu alat untunganalisis kinerja
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daeralackalah dengan
melakukan analisis rasio keuangan terhadap APB@Y yalah ditetapkan dan
dilaksanakannya (Halim, 2004).

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sedlaganalisis keuangan

secara luas sudah diterapkan pada lembaga perosghiag bersifat komersial,



sedangkan pada lembaga publik khususnya pemern@nah masih sangat
terbatas. Padahal dari analisis rasio laporan lgamampemerintah daerah dapat
diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah pangangkutan dan juga dapat
dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkarerid pemerintah daerah.
Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapa&ald(Susantih, 2009).

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya daam untuk tolak ukur
untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam bregrai penyelenggaraan
otonomi daerah, mengukur efektifitas dalam merasikain pendapatan asli
daerah, mengukur efisiensi dalam melakukan pengalugang dibelanjakan
sesuai dengan peruntukkannya dan memenuhi dariyapg direncanakan,
mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah dalam betnjakan pendapatan
daerahnya untuk belanja modal, dan mengetahui agdebesar kontribusi
penerimaan komponen dalam pendapatan asli daenahpaiak daerah dan
retribusi daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Eebelikeinginan untuk
melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa TenghkluBe dan Sesudah
Krisis Ekonomi 2008".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalahtadi @erumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuareggasmqmtah daerah kabupaten/

kota se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisiesrk@008.



1.3.

Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan anteegakkeuangan
pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengda fiagkat
kemandirian keuangan daerah dalam membiayai perygheaan
otonomi daerah sebelum krisis ekonomi 2008 dibandesudah krisis
ekonomi 2008.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan anteegakkeuangan
pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengda fiagkat
efektifitas keuangan daerah dalam merealisasikardgpatan asli
daerah sebelum krisis ekonomi 2008 dibanding sésukiasis
ekonomi 2008.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan anteegakkeuangan
pemerintah daerah pada kabupaten/ kota se-Jawa @agla tingkat
efisiensi keuangan daerah dalam melakukan pengeluaang
dibelanjakan sesuai dengan peruntukkannya sebetisis kkonomi
2008 dibanding sesudah krisis ekonomi 2008.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan anteegakkeuangan
pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengda fiagkat
aktifitas keuangan dalam membelanjakan pendapai@m@knya untuk
belanja modal sebelum krisis ekonomi 2008 dibandegudah krisis
ekonomi 2008.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antemgakkeuangan

pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tenygkatikontribusi



1.4.

1.5.

penerimaan komponen dalam PAD (pajak daerah) sabdiusis

ekonomi 2008 dibanding sesudah krisis ekonomi 2008.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan anteegakkeuangan
pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengghatikontribusi
penerimaan komponen dalam PAD (retribusi daerabglsm krisis

ekonomi 2008 dibanding sesudah krisis ekonomi 2008.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1.

Tambahan pengetahuan terutama bagi penulis enangilmu
keuangan daerah.

Referensi bagi mahasiswa lain yang ingin menehih jauh tentang

keuangan daerah.

Bahan pertimbangan dan masukan mengenai kebijaiairakan
yang berhubungan dengan keuangan daerah bagisngemerintah

yang terkait.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk menklheri gambaran

penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagpakut:

BAB |

PENDAHULUAN
Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalkanusan masa-

lah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sisteenpgnulisan.



Bab II TELAAH PUSTAKA
Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitianalentl, kerangka

pemikiran dan hipotesis dari penelitian ini.

Bab Il METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan Metode Penelitian yang memagtkel peneli-
tian, definisi operasional, penentuan sampel, jeiais sumber data,

metode pengumpulan data dan metode analisis ygngakan.

Bab IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yanggoraikan dis-
kripsi objek penelitian, analisis data dan pembahdsasil penelitian

yang dilakukan.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menguraikan penutup yang membahas kesimpaag dipe-
roleh dari pembahasan sebelumnya, keterbatasalitjgendan saran

kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasilelipan.



BAB Il
TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Resource-Based View Theory

Penggunaan sumberdaya memiliki banyak keunggulaengi@al bagi
perusahaan seperti pencapaian efisiensi yang l@shr dan selanjutnya biaya
yang lebih rendah, peningkatan kualitas dan kemunagk pangsa pasar dan
profitabilitas yang lebih besar (Collis, 1994). Bekatan analitis yang disebut
Resource-Based VieyRBV) menekankan peningkatan keunggulan bersaing
berasal dari sumberdaya strategis organisasi (Bemand Coll, 1989; Barney,
1991; Peteraf, 1993; dan Teeekal., 1997). Keunggulan bersaingoMmpetitive
advantage memungkinkan perusahaan memperoleh kinerja ungguid jangka
waktu tertentu (PittandLei, 2003:7).

Inti dari RBV adalah bahwa perusahaan-perusahaabeti® secara
fundamental karena memiliki seperangkat sumber@@yant, 2002:139; Fleisher
and Bensoussan, 2003:187). Pencapaian keunggulan ogngang paling efektif
adalah dengan menggunakan kompetensi atau kapslpkrusahaan (Wernerfelt,
1984; Barney, 1986a; Rumelt, 1991; Evans,1991; r&etd993; Amit and
Schoemaker, 1993). Pendekatan RBV menyatakan bglexmasahaan dapat

mencapai keunggulan bersaing yang berkesinamburdmm memperoleh

10
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keuntungan superior dengan memiliki atau mengekatalaset-aset strategis baik
yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menurut pendekatan RBV, perusahaan merupakan sekamp
sumberdaya strategis dan produktif yang unik, langkompleks, saling
melengkapi dan sulit untuk ditiru para pesaing ydagat dimanfaatkan sebagai
elemen untuk mempertahankan strategi bersaingngekefbangan teori dan
empiris sekarang ini membuktikan bahwa perusahaagah kompetensi superior
akan menghasilkan informasi yang lebih baik mengekebutuhan dan
keingginan pelanggannya dan juga lebih baik dalambangun dan memasarkan
barang atau jasa melalui aktivitas yang terkordidangan baik. Lebih lanjut,
kompetensi superior juga memberi perusahaan kemampotuk menghasilkan
dan bertindak berdasarkan pengetahuan mengenadaksieaksi pesaing, yang
akan membantunya membangun keunggulan bersainge(ldad Slater, 1990;
Touminenet al,1997).

Barney (1991) menyajikan struktur yang lebih kohkian komprehensif
untuk mengidentifikasi pentingnya kompetensi ummémperoleh keunggulan
bersaing yang berkesinambungan. Barney (1991) niaraduan empat indikator
sehingga kompetensi yang dimiliki perusahaan daggatjadi sumber keunggulan
bersaing yang berkesinambungan, vyakni: bernilaalugblg, merupakan
kompetensi langka di antara perusahaan-perusahaag gda dan pesaing
potensial fare), tidak mudah ditiru ifimitability), dan tidak mudah digantikan

(non-substitutability).
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1. Bernilai (aluablg

Kompetensi bernilai ialuable competencigsadalah kompetensi yang
menciptakan nilai bagi suatu perusahaan dengan eksplpitasi peluang-
peluang atau menetralisir ancaman-ancaman dalagkulngan eksternal
perusahaan. Kompetensi dapat menjadi sumber kelamgdpersaing yang
berkesinambungan hanya ketika kompetensi terselemildé (aluablg.
Kompetensi dikatakan bernilai ketika kompetensisébut menyebabkan
perusahaan mampu menyusun dan mengimplementasigaysstrategi yang
dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan khususnya.

2. Langka (arenes$

Kompetensi langka adalah kompetensi yang dimili&hcedikit, jika ada,
pesaing saat ini atau potensial. Kompetensi peassaiiang bernilai namun
dimiliki oleh sebagian besar pesaing yang ada ptsaing potensial tidak
dapat menjadi sumber keunggulan bersaing yang siegtebungan. Sebuah
perusahaan dikatakan menikmati keunggulan berségtika perusahaan
tersebut dapat mengimplementasikan strategi pexaciptilai yang tidak dapat
dilakukan oleh sebagian besar perusahaan lainnyengdn kata lain,
keunggulan bersaing dihasilkan hanya ketika peasamengembangkan dan
mengeksploitasi kompetensi yang berbeda dari pgegin Jika kompetensi
yang bernilai tadi dimiliki oleh sebagian besar ysahaan, dan tiap-tiap
perusahaan memiliki kemampuan untuk menggunakadeygan cara dan

teknik yang sama, dan selanjutnya mengimplemeraaskategi yang hampir
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sama maka dapat dikatakan tidak ada satupun paasayang memiliki
keunggulan bersaing.
3. Sulit Ditiru (inimitability)

Kompetensi yang bernilai dan langka tersebut haayat menjadi sumber
keunggulan bersaing yang berkesinambungan jikespbhaan lain yang tidak
memilikinya, tidak dapat memperoleh kompetensieieus. Dalam istilah yang
dibangun oleh Lippmarand Rumelt (1982) dan Barney (1986a; 1986b),
kompetensi ini disebut sangat sulit ditirnperfectly imitable

4. Sulit Digantikan (nsubstitutability

Kompetensi yang sulit digantikan adalah kompetgasg tidak memiliki
ekuivalen strategis. Dua sumberdaya perusahaan penglai (atau dua
kumpulan sumberdaya perusahaan) ekuivalen seceategss ketika tiap
sumberdaya itu dapat dieksploitasi secara terpiailkk mengimplementasikan
strategi-strategi yang sama. Secara umum, nila@tegfis dari kompetensi
meningkatkan kesulitan untuk menggantikannya. Semtadkak terlihat suatu
kompetensi, semakin sulit bagi perusahaan untukcarepenggantinya dan
semakin besar tantangan bagi para pesaing untukur&nategi penciptaan
nilai perusahaan.

Keunggulan bersaingan sebuah perusahaan harus arttaias pada
sumberdaya khusus yang menjadi penghal&agriers) aktivitas peniruan dan
ancaman penggantinfitation and substitution produk atau jasa perusahaan.
Meningkatnya tekanan persaingan dapat menurunkamgkelan bersaing

perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi afelperusahaan, agar tetap
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bertahan hidup s{irviveg di tengah tekanan persaingan yang semakin tajam,
perusahaan harus mengambil tindakan yang dapat em&hpnkan dan
memperkuat kompetensinya yang unik (RaedDeFillipi, 1990).

Bila dikaitkan dengan tata pemerintahan khususnyalagrah, maka
keunggulan yang dimaksud adalah memilki kompetestsiam melakukan
pengelolaan keuangan yang paling relevan denganghasitkan aturan/
kebijakan tertulis melalui suatu regulasi di bidgmgnerimaan dan regulasi di
bidang pengeluaran. Melalui regulasi tersebut pmradr daerah diharapkan
mampu memainkan peranan dalam membuka peluang nieamajaerah dengan
menumbuh kembangkan serta menggali seluruh poyangi ada di daerah dan
mengendalikan aset-aset strategis daerah sebaghesypendapatan daerah dan
mampu menetapkan belanja daerah secara wajagrgfidan efektif termasuk
meningkatkan kinerja perangkatnya.

Selain itu diharapkan pemerintah daerah mampu n@&sigéantangan,
salah satunya yakni mencegah pelemahan perekonoyaiag berkelanjutan
akibat krisis ekonomi dan mampu bertahan dalam ikorekonomi tersebut.
Sehingga tetap mampu menjalankan otonomi daeragaetiaerah yang mandiri
dalam urusan daerahnya sendiri yakni penyelengga@aerintah, pembangunan

daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3 APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ladedamcana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahaslisitajui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengaatupan daerah. APBD
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merupakan struktur yang akan menjamin terciptanigploh dalam proses
pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan ggatdn maupun belanja
daerah (Kawedar, 2008).

Dengan APBD dapat diketahui arah, tujuan, sertaripgs, pembangunan
yang akan dan yang sedang dilaksanakan. Dengarkideangeningkatan pem-
bangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akangketkan produktifitas
faktor-faktor produksi. Melakukan peningkatan SDMng dapat menerapkan
teknologi tinggi dalam proses produksi dan hassiharoduksi semakin mening-
kat. Peningkatan produksi yang tidak dikonsumsinakeeningkatkan tabungan
masyarakat. Akhirnya, peningkatan tabungan akaningkatkan investasi se-
hingga semakin banyak jasa yang tersedia bagi mesta(Halim, 2007).
Pelaksanaan dan Perubahan APBD (Pasal 26-33 Undatirdang Nomor 17
tahun 2003)

Halim (2007) mengungkapkan bahwa setelah APBD aptetn dengan
peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan leijotldengan Keputusan/
Walikota. Dalam melaksanakan APBD, Pemerintah Dadéanyusun Laporan
Realisasi Semester Pertama APBD prognosis untwnénf) bulan berikutnya.
Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selarabdddtnya pada akhir Juli
tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahasarhar antara DPRD dan
Pemerintah Daerabh.

Selain itu, penyesuaian APBD dengan perkembangahatiau perubahan

keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintalahdaatam rangka
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penyusunan prakiran. Perubahan atas APBD tahuraeanmgyang bersangkutan,
apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kaabijamum
APBD;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeserggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antes f[gelanja;

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pealdan
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan angyggeamg
berjalan.

Berikut ini merupakan struktur APBD, Pendapatan rBlaedan Belanja Daerah
berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalanm?Rasadt (1) huruf a
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kamm daerah, yang
menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah datantabun anggaran dan
tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapda@nah dikelompokkan atas:
a. pendapatan asli daerah;
b. dana perimbangan; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (18)dBpatan Asli Daerah
(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yhpgngut berdasarkan

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perunddaggan. PAD bertujuan
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memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerahk umbendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potemsihdaebagai perwujudan
desentralisasi.Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007, kelompok
pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis petalapga terdiri atas:
1. Pajak Daerah
Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD,paiem
iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atzadan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yapeg dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kiperkgang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan perabrerah dan
pembangunan daerah (Mardiasmo, 2004). Berdasdk&n28 Tahun
2009, jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel,
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
I. Pajak Sarang Burung Walet;
J. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
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2. Retribusi Daerah
Retribusi daerah, komponen lain yang juga tern&sukponen

PAD, merupakan pungutan daerah sebagai pembay@sjaaa atau
pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/ dtberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang prib&di badan (PP
No. 66 tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Reifrileerah).
Berdasarkan UU. 28 Tahun 2009, objek retribusigyampungut
kabupaten/kota terdiri atas;

a. Objek Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan PemerDéanah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum sapat di-

nikmati oleh orang pribadi atau badan. SepertitriResi Pelaya-

nan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampaharsikete Re-

tribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penkludun Akte

Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dangyburan

mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan bmRetribusi

Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan @errRetri-

busi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribeisgujian

Kapal Perikanan, Retribusi Penggantian Biaya CEB&tl dan lain-

lain;

b. Objek Retribusi Jasa Usaha

Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerabade

menganut prinsip komersial, seperti : Retribusi &ean Ke-
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kayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Teniaelangan,
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribeispat Pen-
ginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penyedotdtu&aRetribu-
si Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabilagpal,
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, RetriBesyebrangan
di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retsi Penjua-
lan Produksi Usaha Daerah dan lain-lain; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu
Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangkdeean
izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkntuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawtsakegia-
tan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber dayalsaang, sa-
rana prasarana, atau fasilitas tertentu guna melgidkepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahka
Setiap Daerah mempunyai hak untuk memajukan dagmahn
dengan menggunakan pendapatan yang bersumber etatagatan
perusahaan daerah maupun kekayaan setiap dae@higahki. Un-
dang-Undang mengizinkan daerah untuk mendirikanaBadsaha
Milik Daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapa¢mberikan
hasil yang dapat memberikan kontribusi pembanguiamtribusi
tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kegaerah atau ju-

ga dengan memanfaatkan kekayaan daerah sepertvpaay tanah
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dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tamibadiapene-
rimaan daerah (Ardhini, 2011).
Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil peraggioke-
kayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain:
a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahdé&n m
daerah/BUMD;
b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahdé&n m
pemerintah/BUMN; dan
c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahi#aswasta
atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerahtigiak
termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daed#n hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimeciurut obyek
pendapatan yang antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak atigen secara
tunai atau angsuran/cicilan;

b. jasa giro;

C. pendapatan bunga;

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentulsktdagai akibat

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/asauogjeh

daerah;
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f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukgsiah terhadap
mata uang asing;
g. pendapatan denda atas keterlambatan pelakspelkanmaan;
h. pendapatan denda pajak;
i. pendapatan denda retribusi;
J. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k. pendapatan dari pengembalian;
|. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikanelahhan;
n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD
b. Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dadapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanatiedno daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2064l daayat 19). Menurut UU
No. 33 tahun 2004 pasal 10 dan UU No.12 tahun 22G&l 159, tentang dana
perimbangan antara pemerintah pusat dan da&elbmpok pendapatan dana
perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yadgitatas:
1. Dana Bagi Hasill
Dana bagi hasil tersebut bersumber dari pajak dé&arb pajak.
Danayang bersumber dari pajak terdiri dari pajak buam dhangunan
(PBB), BeaPerolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
pajak penghasilarfPPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak pribadi

dalam negeri, dan PPh pas2l, sedangkan dana bagi hasil yang
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bersumber dari bukan pajak beras@ri: kehutanan, pertambangan
umum, perikanan, pertambangan minjakni, pertambangan gas alam,
dan pertambangan panas bumi

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber eadapatan
APBN vyang dialokasikan dengan tujuan pemerataan akgman
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhanabadalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 t2004 pasal 1 ayat
21). Menurut UU No. 33 tahun 2004, DAU bertujuanuknpemerataan
kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkdmk u
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan aagrah melalui
penerapan formula yang mempertimbangkan kebutulzemn pobtensi
daerah
Dana Alokasi Khusus.

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumbepelalapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengaartujntuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakearuidaerah
dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 38na&004 pasal 1
ayat 23). DAK dimaksudkan untuk membantu membidsegiatan-
kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakesamn daerah
sesuai dengan prioritas nasionakthususnya untuk membiayai

kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasaarakagyyang
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belum mencapai standar tertentu atau untuk mendopmrcepatan
pembangunan daerah.
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagnurut jenis
pendapatan yang mencakup:

a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah dakiahya, badan/
lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompakyanakat/
perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak ika&tng

b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka pepuéarggan
korban/kerusakan akibat bencana alam;

c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada gaben/kota;

d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yaeigpkan oleh
pemerintah; dan

e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari penadridaerah lainnya.
(Permendagri No. 59 tahun 2007 pasal 28)

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasalya® (1) belanja
daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksamasan pemerintahan
yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupatea/ yang terdiri dari urusan
wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganadalan bagian atau bidang
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antararpegamn dan pemerintah
daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetaglergan ketentuan

perundangundangan. Belanja menurut kelompok belanja
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1. Belanja Tidak Langsung:
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang diarkgn tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program datdtegiang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. bunga,;
C. subsidi;
d. hibah;
e. bantuan sosial,
f. belanja bagi basil;
g. bantuan keuangan; dan
h. belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung:
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggatkakait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatag tgrdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan
c. belanja modal.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yandukian dalam
rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunaretsetoerwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabeladpmwntuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bergn&ht peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi damgan, dan aset tetap

lainnya.
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3. Pembiayaan Daerah
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 taR0@7 pasal 1 ayat
54, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaanpgahgdibayar kembali
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembalk pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun angbaréutnya. Pembiayaan
bersumber dari :
a) Penerimaan pembiayaan mencakup:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggasbelsnmnya.
(SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan gengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran (PeraturareriMBalam
Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 1).
2. Pencairan dana cadangan
Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadadgri
rekening dana cadangan ke rekening kas umum ddelam tahun
anggaran berkenaan (Permendagri No. 59 tahun 2481 §4).
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Digunakan antara lain untuk menganggarkan hasiljuptm
perusahaan milik daerah/ BUMD dan penjualan aset
milikpemerintah daerah yang dikerjasamakan dengsakketiga,
atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintaratia

4. Penerimaan pinjaman daerah
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Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjanserad
termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi dagaab akan

direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diaerkepada

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya

6. Penerimaan piutang daerah
Digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang robesudari
pelunasan piutang pihak ketiga, seperti beruparpeaan piutang
daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, peatedatrah lain,
lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan dank

penerimaan piutang lainnya.

b) Pengeluaran pembiayaan mencakup:
1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
3. Pembayaran pokok utang

4. Pemberian pinjaman daerah

2.1.3 Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan faktor yang penting datemgukur tingkat
kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominyadakea keuangan
daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang dKakukan oleh

pemerintah daerah (Susantih, 2009). Halim (2007)nguegkapkan bahwa
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kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuasegrah dituangkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AR&W) langsung maupun
tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintahadadalam membiayai
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembanguaanpelayanan sosial
masyarakat.

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartiiagassemua hak dan
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demilpata segala sesuatu baik
berupa uang maupun barang yang dapat dijadikany&akadaerah sepanjang
belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerahgy&ebih tinggi serta pihak-
pihak lain sesuai dengan ketentuan/ peraturan gangan yang berlaku (Halim,
2007). Menurut Peraturan Pemerintah Republik IndianBHomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ay&u&ngan daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka peggslsaan pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasukalfinthya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewdajidarah tersebut, dalam
rerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat zaldalam keuangan
daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk mermupgjak daerah,
retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumbdresurtain sesuai
ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerahgga menambah

kekayaan daerah;
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2.  Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untugmbayar atau
sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalanmarpegibiayaan rumah
tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum danpegdangunan oleh
daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan kegiatanerpgahan,
pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan suminey daodal untuk
membiayai pengeluaran pemerintah tersggovernment expenditureégrhadap
barang-barang publiKpublik goods) dan jasa pelayanannya (Susantih, 2009).
Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 66 ayateiarkgan daerah harus
dikelola secara tertib, taat pada peraturan pengxdadangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengamperhatikan keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2.1.3.1 Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenargdgerah untuk
mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaanahdaddntuk itu
kebijaksanaan keuangan daerah diarahkan pada ppayasuaian secara terarah
dan sistematis untuk menggali sumber-sumber petmlapaaerah bagi
pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dateekifikasi sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan ini juga diarahgada penerapan prinsip-
prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalayupenan APBD agar mampu
menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengamdalemeriksaan, dan

pengawasan keuangan daerah.



29

Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalghmienersedianya
keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan dagealgembangan
pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi primsipa, asas, dan standar
akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Dasegiara kreatif melalui
penggalian potensi. Sedangkan sasaran yang ingapali keuangan daerah
adalah kemandirian keuangan daerah melalui upagyg t&rancam, sistematis,

dan berkelanjutan, efektif, dan efisien (Suprap@f)7).

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuatu daerah
untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuaragdindaerah dalam
memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalanrste@nsi pemerintahan,
pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan dgeratengan tidak
tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat darpumyai keleluasaan di
dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan rakayadaerah dalam
batas-batas yang ditentukan peraturan perundanggada

Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakanarmsgsi yang
bertujuan memberikan pelayanan publik kepada makghardengan sebaik-
baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehdtaamanan, penegakan
hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan kputhlbberikan karena
masyarakat merupakan salah sstiakeholdemrganisasi sektor publik. Sehingga
pemerintah tidak hanya menyampaikan lapopertanggungjawaban kepada

pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyduaisa(Susantih, 2009).
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Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukurarr@nyang bertujuan
untuk membantu manajer publik untuk menilai pen@apauatu strategi melalui
alat ukur finansial dan non finansial. Sistem péwgan kinerja dapat dijadikan
sebagai alat pengendalian organisasi (Susantih9)20d@ardiyasmo (2002)
mengungkapkan pengukuran kinerja keuangan pemierideerah dilakukan
untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah.

2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pearblkaputusan.

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan meb®kr komunikasi
kelembagaan.

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudabkn&amenyangkut
masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam memipaggelenggaraan urusan
pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dab@ya peningkatan
kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan dé&ernti menyangkut
masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dangkatkian sumber-sumber
pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan paatennya (Susantih,
2009). Menurut Prabowo (1999) sesuai dengan koasap desentralisasi dalam
rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di dsanglat dibutuhkan dana
dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadeansé&alau daerah tidak
mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnyaartengg terus kepada
pemerintah pusat.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daseashakin besar

pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleimeRntah Daerah,
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kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnyaiakse oleh dana yang

bersumber dari pemerintah daerah sendiri (Hiranl®90). Dengan demikian

maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita haresigetahui keadaan

kemampuan keuangan daerah (Susantih, 2009).

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuratulku mengetahui

kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumiaggaaya sendiri

(Susantih 2009).

1.

Kemampuan struktural organisasinya.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mam@oampung segala
aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban daggtmg jawabnya,
jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencermink&butuhan,
pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawabcykugp jelas.
Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankgasiya dalam
mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.i&eaiworal, disiplin
dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuamgydiidam-idamkan
oleh daerah.

Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar rakayanau berperan

serta dalam kegiatan pembangunan.
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2.1.5 Krisis Ekonomi 2008
2.1.5.1 Penyebab dan Dampak Krisis Keuangan Global

Berdasarkan Buku Pegangan Penyelenggaraan Perharintaan
Pembangunan Daerah (2009) yang dikeluarkan BAPPENA&hjabarkan
penyebab terjadinya krisis keuangan global 2008 ampak krisis keuangan
global tersebut terhadap perekonomian nasional urepprekonomian daerah.

1. Penyebab Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikatnbela dari krisis kredit
perumahan di Amerika Serikat. Amerika Serikat pa@daun 1925 telah
menetapkan undang-undang mengénaitgage(Perumahan). Peraturan tersebut
berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredipeknilikan rumah yang
memberikan kemudahan bagi para kreditur. Banyalbdgya keuangan pemberi
kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kiekkpada masyarakat yang
sebenarnya secara finansial tidak layak memperdeddit yaitu kepada
masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekononmukirmemenuhi kredit
yang mereka lakukan.

Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet seéktor properti
(subprime mortgage Kredit macet di sektor properti tersebut menigatiian efek
domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapaa@@niieuangan di
Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan lembaga perydien sektor properti
umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihakyaimg umumnya adalah
lembaga keuangan. Jaminan yang diberikan perusapaarbiayaan kredit
properti adalah surat utangupprime mortgage securitiegang dijual kepada

lembaga-lembaga investasi dan investor di berbaggara. Padahal, surat utang
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tersebut tidak ditopang dengan jaminan debitor yamgmiliki kemampuan
membayar kredit perumahan yang baik.

Dengan adanya tunggakan kredit properti, perusapaarbiayaan tidak
bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembagankan, baik bank
investasi maupumaset managemenHal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar
modal maupun sistem perbankan. Kondisi tersebugarah kepada terkurasnya
likuiditas lembaga-lembaga keuangan karena tidakniitie dana aktiva untuk
membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan memlb@yeajiban tersebut
membuat lembaga keuangan yang memberikan pinjagnamcam kebangkrutan.

Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuanganrbéisadmerika
Serikat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangang yain, baik yang berada
di Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikatutama lembaga yang
menginvestasikan uangnya melalui instrumen lembkgaangan besar di
Amerika Serikat. Disinilah krisis keuangan globatroula.

2. Dampak terhadap Perkembangan Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekononimdonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1 persen.
Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan gldieahadap perekonomian
Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahu®&0dimana pertumbuhan
ekonomi triwulan 1V tahun 2008 menurun sebesar siBy6 persen dibandingkan
triwulan 111-2008, dan meningkat 5,2 persen dibag#tan dengan triwulan V-
2007 yang berarti lebih lambat dari pertumbuhameka pada triwulan-triwulan
sebelumnya pada tahun 2008 vyaitu 6,2 persen dulaiwl, 6,4 persen pada

triwulan 11, 6,4 persen pada triwulan Ill. Penuranekspor dan perlambatan
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pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhamoek diperkirakan akan

terus terjadi pada tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi tersebut saling mempengaruigiashepertumbuhan

faktor-faktor ekonomi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Dampak Krisis Ekonomi 2008 terhadap Perkembangan

Ekonomi Makro

Dampak

2007

2008

2009

Sisi Keuangan
Negara

realisasi APBN
Tahun 2008 banya
dipengaruhi oleh
perkembangan
ekonomi global,
antara lain
tingginya harga
komoditi
khususnya minyak
bumi dan gas alam
(migas) serta krisis
finansial global
yang mendorong
depresiasi nilai
tukar rupiah

terhadap mata uang

US dollar.

Volume APBN
kTahun 2009
diperkirakan
meningkat
dibanding
realisasi APBN
Tahun 2008.

Sisi Moneter

Rp9.419,-/USD pads
bulan Desember 2007

Rp9.118,-/USD
pada bulan Juni
2008 didorong oleh
peningkatan
penerimaan ekspo
dan pemasukan
modal swasta

Nilai tukar
kemudian kembali
melemah dan

sedikit menguat
menjadi
Rp10.700,- /USD
pada minggu
ketiga April 2009

mencapai




35

puncaknya menjadi
Rp12.151,- /JUSD

pada bulan

November 2008
Sektor meskipun kondisi Sampai dengan
Keuangan perekonomian dunia | Desember 2008

mengalami guncangankredit tumbuh
yang sangat berat, mencapai 30,7
namun ketahanan persen. Selain

sektor perbankan melalui sistem
Indonesia masih konvensional,
cukup kuat. Di pembiayaan
tengah-tengah krisis | melalui perbankan
ekonomi dunia syariah juga terus

pertumbuhan kredit | meningkat.
perbankan nasional | Pembiayaan
meningkat pesat. melalui perbankan
syariah tumbuh
sebesar 36,5
persen.

Sumber: Bappenas
3. Dampak terhadap Pertumbuhan Sektor Riil

Dalam bidang infrastruktur, khususnya sektor transgi, berkurangnya
anggaran pemerintah akibat krisis keuangan glolealgakibatkan semakin tidak
terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitésstruktur transportasi.
Di sisi lain, terjadi kenaikan biaya transportddgbat terdepresiasinya nilai rupiah
dan inflasi. Hal ini telah mengakibatkan terjadinganurunan tingkat kinerja
infrastrukur transportasi dalam mendukung kegiagkonomi, antara lain
penurunan tingkat keselamatan, kelancaran distribdan terhambatnya
hubungan dari satu daerah ke daerah yang lain.aéeatersebut menyebabkan
biaya angkut dan biaya produksi yang lebih mahaly@ag seharusnya, sehingga

berdampak pada meningkatnya harga jual barangadan |
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Sementara itu, terhambatnya transportasi antarahlsgkan mengurangi
peluang terjadinya perdagangan antarwilayah yapgtdamengurangi perbedaan
harga antar wilayah. Hambatan transportasi jugauns@ian mobilitas tenaga
kerja sehingga meningkatkan konsentrasi keahlian Haterampilan pada
beberapa lokasi wilayah tertentu saja. krisis dlddleadampak pada ketersediaan
anggaran pemerintah untuk pembangunan perumahgredankiman. Penurunan
tingkat permintaan dan komoditas-komoditas utamasp@k Indonesia
mengakibatkan pengerutan sektor riil yang berlakggada kenaikan PHK dan
penurunan daya beli masyarakat.

Hal ini dapat berakibat pada menurundgeanderhadap perumahan dan
permukiman. Dampak terhadap sektor pertanian fekatil bila dibandingkan
dengan sektor lain. Dampak krisis kepada sektaapen lebih disebabkan dari
sisi permintaandemand sidg dan bukan karena faktor keuangan finansial. Saat
krisis ekonomi terjadi, justru sektor pertanian masenjadi salah satu sektor
yang diandalkan untuk penciptaan lapangan pekerfaampak krisis ekonomi
juga belum terasa signifikan di sektor perikanam kidlautan.

Di sektor kehutanan, krisis ekonomi dapat menimémlklampak positif
dan negatif terhadap sumber penghidupan masyayakat tinggal di hutan dan
sekitarnya. Inflasi dan meningkatnya biaya hidupasmput pertanian, misalnya,
akan menimbulkan kemunduran bagi banyak rumah tangf@laupun demikian,
sumber penghidupan mungkin membaik karena perkegalbaperkembangan
seperti meningkatnya keuntungan dari tanaman ek$pamtuhnya hukum dan

ketertiban selama krisis, seperti yang terjadindiohesia, juga merupakan faktor
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pendukung yang bersifat negatif maupun positif.upah hutan alam pun dapat
mendatangkan keuntungan atau sebaliknya menjadk rakibat dampak krisis
ekonomi.

Sementara itu, dalam bidang lingkungan hidup, «riskonomi akan
bercbmpak terhadap kebutuhan untuk menata lingkungannhuraoakan
karbondioksida di atmosfir dan berinvestasi unta&rgi ramah lingkungan, yang
berakibat pada meningkatnya ongkos energi seb@sperden dan meningkatnya
harga barang-barang. Dalam bidang perdagangan ddnstii, pelemahan
permintaan dunia sebagai dampak krisis ekonomi ayjladkan berdampak
terhadap penurunan volume perdagangan dunia.

Akibatnya, tingkat persaingan produk ekspor di pgéabal akan semakin
runcing dan harga komoditas pada tahun 2009 diadswkn akan lebih rendah dari
tahun 2008. Pada tahun 2009 diperkirakan pertunmbir@ustri masih melemah
karena memang permintaan yang belum pulih akibsiskglobal baik dari pasar
domestik maupun dari pasar internasional. Tantanigam adalah adanya
kemungkinan serbuan produk impor dari negara lakihat dari menurunnya
permintaan produk di beberapa pasar utama ekspoia,dyang kemudian
dialihkan ke pasar Indonesia.

Neraca Perdagangan Indonesia juga mengalami pemurlkarena
peningkatan ekspor lebih rendah dibandingkan dengeningkatan impor,
sebagai efek dari melemahnya permintaan global.da&rarisis keuangan global
juga akan berpengaruh langsung terhadap sektor stmmdwantara lain:

meningkatnya harga pembelian bahan baku, meningkapersaingan antar
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produk ekspor, terganggunya pasar dalam negeri, tél@yjanggunya rencana
perluasan dan investasi.
4.  Dampak krisis Keuangan Global terhadap PerekonomiarDaerah

Dampak krisis keuangan global terhadap perekonoda@nah antara lain
dapat dilihat pada sektor perdagangan, usaha nkewl dan menengah
(UMKM), serta ketenagakerjaan. Di sektor perdagangampai dengan bulan
November 2008 DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Ridaywa Timur, Sumatera
Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Teri{gimantan Selatan,
Lampung, merupakan 10 besar Propinsi dengan ndedggangan luar negeri
yang terbesar. Secara rata-rata nilai ekspor pambsampai bulan November
mencapai US$ 11,6 miliar, namun mulai mengalamk#&guenurunan pada bulan
Oktober dan November 2008.

Krisis ekonomi yang sedang terjadi mungkin tidakmwherikan pengaruh
langsung bagi UMKM dan koperasi. Hal ini disebabkdeh beberapa faktor
seperti keterkaitan antara UMKM dan koperasi derggekonomian global yang
masih sangat terbatas. Investasi asing yang masskhnterfokus pada usaha
skala besar. UMKM dan koperasi juga tidak memitikiang luar negeri. Faktor
lain yang menjadikan UMKM bisa bertahan dalam mikassis yaitu UMKM
relatif tidak terpengaruh keterbatasan pembiayaadiik yang disalurkan oleh
perbankan. Namun demikian, dampak dari krisis ekonglobal saat ini tetap
dapat dirasakan oleh sebagian UMKM, terutama yagrgrientasi pada pasar
ekspor. Sementara itu, di sektor ketenagakerjadi, &an berdampak langsung

kepada peningkatan angka pengangguran.



Tabel 2.2
Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Komoditi Tahun 2006 - 2010 (US $) 1)
Export Value of Jawa Tengah by Commaodity 2006 - QQUS $)
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Tahun Non Minyak dan Gag Minyak dan Gas Jumlah

Year Non Oil and Gas Oil and Gas Total

2006 2.899.272.529 215.474.601 3.114.747.130
2007 3.122.461.807 347.187.824 3.469.649.631
2008 3.160.330.900 111.872.600 3.272.203.500
2009 2.885.296.714 181.162.818 3.066.459.532
2010 3.674.042.428 194.549.112 3.868.591.540

Sumber : BPS

Source : BPS-Statistics Indonesia

Berdasarkan tabel 2.2, nilai ekspor Jawa Tengaha patiun 2008
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007. Halemtunya berpengaruh
terhadap penerimaan daerah terkait industri-industientasi ekspor yang
mengalami penurunan permintaan di luar negeri. &taree itu, imbas terkait
industri-industri orientasi ekspor tesebut berdampada peningkatan angka
pengangguran karena adanya pemutusan hubungar{fRRidka.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Dinas Tan&grja dan
Transmigrasi (Disnaker) Jawa Tengah yang awal ta?Q00 mencatat 3.441
buruh di-PHK. Selain itu, juga terdapat 4.860 ten&grja yang dirumahkan
akibat krisis yang terjadi selama 2008. Para tenkegga yang di-PHK dan

dirumahkan tersebut berasal dari 31 perusahaantgesgpar di 12 kabupaten dan
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kota di Jawa Tengah. Kedua belas kabupaten/ kotanéiputi Kota Semarang,
Kabupaten Semarang, Boyolali, Tegal, Cilacap, Sakoh Klaten, Pekalongan,
Jepara, Kendal, dan Dem@kilah.com, 1/1/2009).

Menurut Purwantini dan Purwantiningsih (2008) tpatakesamaan dan
perbedaan antara krisis ekonomi tahun 1998 dengars kglobal tahun 2008.
Kesamaan dari kedua krisis tersebut antara lain kidua krisis tersebut
merupakan konsekuensi adanya ekonomi global, karadanya saling
ketergantungan ekonomi dan finansial antar neg@p;dampak krisis akan
mengakibatkan turunnya nilai mata uang rupiah tlEapanata uang asing; dan (3)
dampak krisis akan berimbas kepada sektor ekoncnig ymengakibatkan
kerugian bagi masyarakat.

Perbedaan antara krisis ekonomi dan krisis globtdra lain : (1) krisis
ekonomi tahun 1998 bersifat multidimensional yakttisis ekonomi, politik,
sosial, ideologi, pertahanan dan keamanan sedasig giobal lebih cenderung
pada krisis finansial dan ekonomi; (2) krisis ekmndoerawal dari krisis mata
uang Bath-Thailand sedangkan krisis global beradali macetnya Kredit
Kepemilikan Rumah (KPR) Sub Prime di Amerika Serik&) krisis ekonomi
tahun 1998 berimbas pada tindakan anarkisme m&sya@adangkan krisis global
tidak; serta (4) krisis ekonomi menyebabkan rakya¢nuntut pergantian

kepemimpinan, sedangkan krisis global tidak.

2.1.6 Analisis Rasio Keuangan Daerah
Halim (2007) mengungkapkan bahwa pemerintah dasedlagai pihak

yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pegunan dan pelayanan
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masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban nkgum daerah sebagai
dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satwatak menganalisis kinerja
pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalglardemelakukan analisis
rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetagkardilaksanakannya.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alaiskaerja keuangan
secara luas telah diterapkan pada lembaga perusaghag bersifat komersial,
sedangkan pada lembaga publik khususnya pemern@nah masih sangat
terbatas sehingga secara teoritis belum ada kes@pakang bulat mengenai
nama dan kaidah pengukurannya (Suprapto, 2007).

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yangpé#ams jujur,
demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, amalisasio keuangan terhadap
pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan {&and, 2002). Salah satu
alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daeraland mengelola keuangan
daerahnya adalah dengan melaksanakan analisistedsamlap APBD yang telah
ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisisoresuangan ini selanjutnya di-
gunakan untuk tolok ukur dalam:

a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membpenyelenggga-
raan otonomi daerabh.

b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam mesealkan pendapatan dae-
rah.

c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dagatdm membelanja-

kan pendapatan daerahnya.
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d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber petadagdalam pemben-
tukan pendapatan daerah.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan deng@mbandingkan
hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkamgdn periode sebelumnya se-
hinggga dapat diketahui bagaimana kecenderungam teajadi. Selain itu, dapat
pula dilakukan dengan cara membandingkan dengam kasangan pemerintah
daerah tertentu dengan rasio keuangan daerahdam tgrdekat ataupun potensi
daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimanaspmo&euangan pemerintah dae-
rah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnyapudd pihak-pihak yang
berkepentingan dengan rasio keuangan (Halim, 28@2&nh :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepaa@rintah daerah

untuk mengelola laporan keuangan daerah.

2. Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusurDARBikutnya.
Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara peaieam yang me-
nerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dRD) seperti Guber-
nur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit Pemeaimbaerah lainnya.

3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalanbmamelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan paatedaerah untuk

menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakilgrintah (Pasal 2

PP No. 108/2000).

4. Masyarakat,
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Masyarakat disini adalah kelompok yang menaruhgienh kepada akti-
vitas pemerintah khususnya yang menerima pelaypaarerintah daerah
atau yang menerima produk dan jasa dari pemeriddahah.

5. Investor, kreditor dan donatur,
sebagai pihak-pihak yang menyediakan sumber kendvagi pemerintah
daerah. Turut memiliki saham pemerintah daerahseok® memberi

pinjaman maupun membeli obligasi.

2.1.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah yang dimaksud dalam penelitian ddalah
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sdediiatanpemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatglahgriembayapajak dan
retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperldeanah (Mahmudi2007).
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungamaldaehadap sumber dana
eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengagdarti bahwa tingkat
ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak e#kt@éerutama pemerintah

pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikiaa gelbaiknya (Halim, 2002).

Rasio Kemandirian i PAD i

Total Pendapatan Daerah i

Ket : i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawagah.
Secara konsepsional, pola hubungan antara pentepoigat dengan pe-
merintah daerah, harus dilakukan dengan kemampeaangan daerah dalam
membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangddarempat macam pola

yang memperkenalkan “hubungan situasional” yangaddmgunakan dalam pe-
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laksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaamgroti@ang nomor 25 tahun

1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang NtaB@n 2004 tentang “Pe-

rimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat daraBa@talim, 2002) antara

lain:

a.

Apabila tingkat kemandirian 0%-25% pola hubumgestruktif, berarti
peranan pemerintah pusat lebih dominan dari paneakeirian pemerin-
tah daerah. (daerah yang tidak mampu melaksand&aaroi daerah)
Apabila tingkat kemandirian 25%-50% pola hukamkgonsultatif,cam-
pur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkuteargna daerah di-
anggap sedikit lebih mampu melaksankan otonomi.

Apabila tingkat kemandirian 50%-75% pola hulpm @rtisipatif, pera-
nan pemerintah pusat semakin berkurang mengingatldayang ber-
sangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampaksanakan uru-
san otonomi daerah.

Apabila tingkat kemandirian 75%-100% pola hujam celegatif, cam-
pur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada kalaeah telah benar-

benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan miareerah.

Terkait dengan pendapatan asli daerah sebagai sal@ah komponen

pendapatan daerah, seorang pakar dari World Baplehdapat bahwa batas 20%

perolehan PAD merupakan batas minimum untuk merkala otonomi daerah.

Sekirannya PAD kurang dari angka 20%, maka daenaelut akan kehilangan

kredibilitsnya sebagai kesatuan yang mandiri (Ridyah, 2003).
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2.1.6.2 Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pembroarah dalam
merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang dirakeandibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasarkan potensi riiratae(Halim, 2002). Alokasi
anggaran dikatakan efektif jika menyeimbangkan &gab permintaan dalam
pemerintahan, baik dari organisasi sektor dan sekiablik dan strategi
pencapaian tujuan (visi) yang telah ditetapkani(d&i007).

Rasio Efektifitasi = Realisasi PAD i

Target Penerimaan PAD i
Ket :i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 19®éria nilai
efektivitas keuangan daerah dapat dikatakan saefghtif jika nilai rasionya di
atas 100 persen, efektif jika nilai rasionya 90-p@dsen, cukup efektif jika nilai
rasionya 80-90 persen, kurang efektif jika nilaioaya 60-80 persen dan tidak
efektif jika nilai rasionya kurang dari 60 persen.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikétaegoefektif
apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebgs@atu) atau 100 persen.
Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas,nggambarkan kemampuan
daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukurag jebih baik, rasio
efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengasior efesiensi yang dicapai

pemerintah daerah (Halim, 2007).
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2.1.6.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkapapdingan antara
output dan input atau realisasi pengeluaran dengalisasi penerimaan daerah.
Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, tegula sebaliknya. Dalam hal
ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yamdpdjakan sesuai dengan
peruntukkannya dan memenuhi dari apa yang direkean@amzah, 2006).

Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatudeegeng dilakukan
dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkinuSegfiatan dikatakan telah
dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan peketg@ebut telah mencapai hasil
(outpu) dengan biayairfput) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh
hasil yang diinginkan. Pengelolaan belanja daegratyyaik sesungguhnya dapat
memainkan peranan yang penting dalam pengentasaiskiean dan penciptaan
kesejahteraan masyarakat di daerah (Analisis APBDI BPRD, 2009). Rasio
efisiensi tersebut diukur dengan (Hamzah, 2006):

Rasio Efisiensi = Realisasi Pengeluaran

Realisasi Penerimaain

Ket :i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara reapsageluaran dan
realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuramensfistersebut, maka
penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Bualja2007). Apabila kinerja
keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan ¢itsikn, 90% - 100% adalah
kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 6080% adalah efisien dan

dibawah dari 60% adalah sangat efisien.
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2.1.6.4 Aktifitas Keuangan Daerah
Aktifitas keuangan daerah adalah bagaimana pemdapsareleh dan

membelanjakan pendapatan daerahnya (Susantih, .2@2®h satu analisis
aktifitas keuangan daerah adalah dengan rasiodsarrbelanja modal.
Rasio Keserasian Belanja Modal

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daeeatprioritaskan
alokasi dananya pada belanja modal secara opt®etdnjutnya pada penelitian
ini secara sederhana, rasio keserasian belanjal teosiebut dapat diformulasikan
sebagai berikut (Marizka, 2009):

Rasio Belanja Modal = Belanja Modal i

Total Belanja Daerah i
Ket :i = Seluruh kabupaten kota di Propinsi Jawa Tengah.

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikdanjae pelayanan
publik (belanja modal) maka dana yang digunakankuntenyediakan sarana dan

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin(®esantih, 2009).

2.1.6.5 Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi ini untuk mengetahui seberapa rbdgantribusi
penerimaan komponen dalam PAD terhadap pendapattindaerah setiap
tahunnya dalam persentase, dapat dihitung dansasaljumlah pajak daerah/
retribusi daerah dibandingkan dengan jumlah PADapi&hun anggaran yang
sama. Selanjutnya pada penelitian ini secara sadarirasio kontribusi pajak
daerah dan retribusi daerah sebagai komponen &erb®8D adalah sebagai

berikut (Sari, 2010):
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Rasio Kontribusi= Jumlah Pajak Daerah

Pajak Daerahi Jumlah PAD (tahun yang sama) i
Rasio Kontribusi= Jumlah Retribusi Daerah i
Retribusi Daerah i Jumlah PAD (tahun yang sama) i

Ket :i = Seluruh kabupaten kota di Propinsi Jawa Tengah.

Semakin besar komponen pajak daerah dan retribasrad dalam
pendapatan asli daerah, berarti semakin baik pudarjg pemerintah daerah
dalam menggali potensi daerahnya (Sari, 2010).a8emtinggi masyarakat
membayar pajak dan retribusi daerah akan mengg&arbéingkat kesejahteraan
masyarakat yang semakin tinggi pula (Suprapto, R0OB@sil rasio keuangan
tersebut selanjutnya akan digunakan untuk tolak deiam mengukur kontribusi

masing-masing sumber pendapatan dalam pembentekaapatan daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

MHD Karya Satya Azhar (2008) melakukan analisis gd&n menguiji
hipotesis kinerja keuangan desentralisasi fiskgdaya fiskal kemandirian
pembiayaan, efisiensi penggunaan anggaran padapdt@nikota Wilayah
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumut. Dengan menkgungi bedaPaired
Sample T TestMenunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan kikerangan
sebelum dan setelah otonomi diberlakukan. Namubepian yang timbul lebih
banyak ke arah negatif dengan kata lain terjaduperan kinerja keuangan secara
umum jika dibandingkan pada era sebelum otonomi.

Tri Suprapto (2006) melakukan penelitian tingkahkeadirian daerah Ka-

bupaten Sleman untuk setiap tahun anggarannya faemgaeningkatan, dikare-
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nakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Slemarp setimunnya mengalami

peningkatan yang cukup besar. Rasio efektivitagiggatan daerah Kabupaten
Sleman cenderung efektif, karena kontribusi PADgydiberikan terhadap target
yang ingin dicapai lebih dari 100%. Rasio Efisiegpsmungutan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pemumdrgadapatan Asli

Daerah Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semeéikian karena biaya yang
dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daeeamakin proposional den-

gan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang didapatka

Heny Susantih dan Yulia Saftiana (2009) melakukaneptian yakni
perbandingan indikator kinerja keuangan pemeriptalinsi se-Sumatera bagian
Selatan. Dengan menggunakan uji béd@mogorov Smirnav Hasil analisis
kinerja keuangan daerah terhadap lima propinsiuseafera Bagian Selatan dari
tahun 2004-2007 dengan indikator kemandirian, dfelg dan aktivitas keuangan
daerah dapat diketahui bahwa tidak mempunyai padregang signifikan. Hal
ini menunjukkan bahwa kelima propinsi se-Sumateaagi& Selatan mempunyai
kebijakan keuangan yang hampir serupa antar sagadeyang lain.

Ardi Hamzah (2006) menyatakan bahwa pengujian adeagsung antara
kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nugkkan rasio
kemandirian, dan rasio efisiensi berpengaruh gos@cara signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian pengaruh pdrtinan ekonomi terha-
dap pengangguran menunjukkan terdapat pengarutageesitif, sedangkan pen-
garuh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan patdzengaruh secara nega-

tif.
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Bambang Sardjito (2009) melakukan analisis studukgada perusahaan

perbankan yang listed di BEJ dengan menguiji hipoteserja keuangaleverage

multiplier, assets utilizatigninterest expense raticcost of fung efficiency of

salaries and revenue, efficiency of salaries angleyees, efficiency of assatd

employee Menggunakan ujPaired Sample T TesMenunjukkan bahwasannya

tidak adanya perbedaan antdeaerage multiplier, efficiency of salarieand

revenuesebelum dan sesudah krisis moneter 1998. Terdaghedaan antara

assets utilization, interest expense ratio, cosfuofl, efficiency of salarieand

employees, efficiency of asset and emplogebslum dan sesudah krisis moneter

1998.
Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu
Peneliti Judul dan Variabel |  Analisis Hasil
MHD Karya| “Analisis Kinerja Uji Beda | Terdapat perbedaan kinerja
Satya Azhar Keuangan Paired keuangan pada kabupaten/
Pemerintah Daerah Sample T | kota Wilayah  Nanggroe
(2008) Kabupaten/Kota Test Aceh  Darussalam  dan
Sebelum Dan Sumut sebelum dan setelah
Sesudah Otonom otonomi diberlakukan
Daerah”
desentralisasi
fiskal, upaya fiskal
kemandirian
pembiayaan,
efisisensi
penggunaan
anggaran
Tri Suprapto | “Analisis Kinerja Analisis | Kinerja keuangan
Keuangan Rasio pemerintah daerah
(2006) Pemerintah Daerah Keuangan | Kabupaten Sleman dari
Kabupaten Sleman Pemerintah| tahun 2000-2004 telah berp-
Dalam Masa Daerah | saha mandiri dalam menge-
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Otonomi Daerah
Tahun 2000 —
2004”

Kinerja Keuangan:
tingkat kemandi-
rian daerah, efekti-
vitas pendapatan
daerah, Efisiensi
pemungutan Pen-
dapatan Asli Dae-
rah

lola keuangan daerahnya
dan berusaha untuk dapat
berotonomi sesuai dengan
sasaran yang hendak dituju
dalam otonomi daerah, pe-
mungutan Pendapatan Asli
Daerah cenderung efektif,
dan pemungutan Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten
Sleman dari tahun ke tahun
semakin efisien

Heny “Perbandingan in-| Uji Beda |Tidak ada perbedaan yang
Susantih dan  dikator kinerja | Kolmogorov|signifikan kinerja keuangan
Yulia keuangan Smirnov |pemerintah daerah pada lima
Saftiana | Pemerintah propin: Propinsi se-Sumatera Bagian
si se-sumatera bat Selatan untuk periode
(2009) gian selatan)” penelitian tahun 2004-2007.
Hal ini menunjukkan bahwa
Kinerja keuangan: ke-lima propinsi se-Sumatera
kemandirian, Bagian Selatan mempunyai
efektifitas, dan kebijakan keuangan yang
aktivitas keuangan hampir serupa antar satu
daerah dengan yang lain.
Ardi Hamzah| *“Analisis kinerja | Analisis Rasio kemandirianl, Rasj|o
Keuangan Jalur kemandirian2, dan Rasjo
(2006) Terhadap efisiensi berpengaruh positif
Pertumbuhan secara signifikan terhadap
Ekonomi, pertumbuhan ekonomi, se-
Pengangguran, dan dangkan rasio efektifitas
Kemiskinan: tidak berpengaruh secara
Pendekatan signifikan terhadap pertum-
Analisis Jalur” buhan ekonomi.

Kinerja Keuangan:

rasio kemandirian,

efektifitas, efisiens
Bambang | “Analisis Efisiensi| UjiBeda |Tidak adanya perbedaan
Sardjito Perusahaan Paired |antara leverage multiplier,
Perbankan Sample T |efficiency of salaries and
(2009) Sebelum dan Test revenue sebelum dan

Sesudah Krisis
Moneter 1998”

Kinerja Keuangan:
leverage multiplier,

sesudah krisis moneter 1998.
Terdapat perbedaan antara
assets utilization, interest
expense ratio, cost of fund,
efficiency of salaries and
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assets utilization, employees, efficiency of
interest expense asset and employees sebelum
ratio, cost of fund, dan sesudah krisis moneter
efficiency of 1998.
salaries and

revenue, efficiency
of salaries and
employees,
efficiency of asset
and employees

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis indikatinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengai tgadiri dari indikator
kemandirian keuangan daerah, efektifitas keuangsratt, efisiensi keuangan
daerah, aktivitas keuangan daerah dalam mengakakasbelanja modal,
kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusierda sebagai komponen
Pendapatan Asli Daerah. Krisis Ekonomi 2008 merapalat off sehingga dalam
penelitian membandingkan kinerja keuangan pemdéridteerah kabupaten/ kota
se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis eko0@®i 2

Dari uraian tersebut maka dapat dibuat kerangkia gikna mempermudah
pemahaman perbandingan kinerja keuangan Pemedaiiah kabupaten/ kota
se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis eko@®i 3ebagaimana tampak

pada gambar 2.1 berikut ini:
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[ Sesudah Krisis Ekonomi 2008 ]

/ Kemandirian Keuangan Daera!lg\

PAD

Pendapatan Daerah
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Realisasi PAD

Target Penerimaan PA

H3

Efektifitas Keuangan Daerah

Realisasi PAD

Target Penerimaan PA

Efisiensi Keuangan Daerah |«

Realisasi Pengeluaran

Realisasi Penerimax

H4

Efisiensi Keuangan Daerah

\ 4

Realisasi Pengeluaran

Realisasi Penerima:

Aktifitas Keuangan Daerah

A 4

Aktifitas Keuangan Daerah

Belanja Modal

Total Belanja Daerah

H5

Belanja Modal

Total Belanja Daerah

Kontribusi Pajak Daerah |«

Jumlah Pajak Daerah

Jumlah PAL

Kontribusi Retribusi Daerah

H6

Kontribusi Pajak Daerah

A 4

Jumlah Pajak Daerah

Jumlah PAL

Kontribusi Retribusi Daerah

y

A

Jumlah Retribusi Daerah

Jumlah PAL

- /

Jumlah Retsibusi Daerah

Jumlah PAL

- /

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis
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2.4  Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakaldaat perbedaan
antara kinerja keuangan pemerintah daerah padg#sdu kota se-Jawa Tengah
sebelum krisis ekonomi 2008 dibanding sesudahskaekonomi 2008. Hipotesis
merupakan hubungan yang diperkirakan secara logasitdra dua variabel atau
lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pessa yang dapat diuji
(Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini rasio yangudakan untuk mengukur
kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasi@amkainean keuangan daerah,
rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisigeseangan daerah, rasio aktifitas
keuangan daerah (keserasian belanja modal), rasiwilbusi pajak daerah, dan
rasio kontribusi retribusi daerah.

Indonesia pernah dilanda krisis moneter 1998 yargmpéknya
berpengaruh terhadap berbagai sektor terutamarsskdoomi. Namun pada saat
itu sistem pemerintahan belum memberlakukan otordaerah, sehingga ketika
daerah mengalami kesulitan keuangan untuk penygéeagn kegiatan
pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah pfusddnggung jawab untuk
menopang keuangan daerah. Namun, semenjak otonaemald diberlakukan
efektif 1 Januari 2001 dan ketika Indonesia dih&dagada krisis ekonomi pada
tahun 2008, pemerintah daerah yang memiliki kewgaaruntuk mengelola dan
memanfaatkan potensi daerahnya sendiri guna meaibipgnyelenggaraan
kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di dageatersebut.

Interpretasi/ analisis terhadap laporan realisd3BB sangat bermanfaat

untuk mengetahui keadaan dan perubahan kinerjanganapemerintah daerah
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yang dihadapkan pada krisis ekonomi 2008. Dengdakmiean analisis realisasi
APBD dapat diketahui kinerja keuangan pemerintaratakabupaten/ kota.

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemanpmeraserintah
daerah dalam membiayai sendiri kegiatpemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah memipayak dan retribusi sebagai
sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahn20@7). Semakin tinggi
rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkatergentungan daerah
terhadap bantuan pihak eksternal (terutama perabriplusat dan provinsi)
semakin rendah dan demikian pula sebaiknya (Hal602). Menurut Sidik
(2002) pemerintah daerah diharapkan mampu mengigali mengoptimalkan
potensi keuangan lokal, khususnya PAD.

Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) menemukaang@ peningkatan
PAD pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Nateonuan data BPS (Jawa
Tengah dalam angka 2010) bahwasanya pemerintaaldberekspetasi turunnya
PAD pada tahun 2009 sebesar 4,38%. Karena perttanbakonomi daerah
berdampak pula terhadap perkembangan basis pelaerimi@erah yang ada.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2009 atas dasgya konstan lebih
lambat dari tahun 2008 yaitu 4,71% (2008=5,46%)gydiakibatkan adanya
pengaruh krisis ekonomi 2008erdasarkan ulasan tersebut, maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hi: Tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan esudah
krisis ekonomi 2008 berbeda.
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Krisis ekonomi 2008 mengakibatkan kinerja keuangamerintah daerah tingkat
kemandirian keuangan daerah sesudah krisis ekorZ®OB lebih rendah

dibanding sebelum krisis ekonomi 2008.

Efektifitas keuangan daerah menggambarkan kemammesmnerintah
daerah dalam merealisasikan pendapatan asli dgerapang direncanakan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berklasapotensi riil daerah.
Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan &euan daerah yang
semakin baik (Halim, 2002). Semakin tinggi rasiekéfitas ini berarti semakin
tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pdgk retribusi daerah yang
merupakan komponen PAD (Dwirandra, 2006).

Berdasarkan data BPS Jateng, Pajak hotel dan patavgang merupakan
salah satu penerimaan terbesar dari pajak dagitzamdingkan dengan keadaan
tahun 2008 terjadi penurunan jumlah wisatawan doknetan mancanegara
sebesar minus 1,92%. Realisasi Penerimaan Pajaki Rlan Bangunan
kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang bersumbeKaamvil Dirjen Pajak Jawa
Bagian Tengah | juga mengalami penurunan. Padant@08 sebesar 1,022
triliun rupiah, pada tahun 2009 sebesar 987 miliggriah, dan 870,8 miliyar
rupiah pada tahun 2010. Selain itu, penerimaan B&Besar lainnya bersumber
dari retribusi daerah. Realisasi retribusi daerabukaten/ kota di Jawa Tengah
tahun 2010 dan 2009 juga mengalami penurunan aaunt2008. 1,072 triliyun
rupiah pada tahun 2008, 947 miliyar rupiah padarta2009, dan 870,4 miliyar
rupiah pada tahun 2010 (Dinas Pendapatan Daerabptn/ Kota se-Jateng).

Berdasarkan ulasan tersebut, maka dapat dirumumsgatesis sebagai berikut:
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H,: Tingkat efektifitas keuangan daerah sebelum danesudah krisis
ekonomi 2008 berbeda.

Krisis ekonomi 2008 mengakibatkan kinerja keuangamerintah daerah tingkat
efektifitas keuangan daerah sesudah krisis eko20®8 lebih rendah dibanding

sebelum krisis ekonomi 2008.

Efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbamdiag&ra output
dan input atau realisasi pengeluaran dengan reafie@merimaan daerah. Dalam
hal ini mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dijagdan sesuai dengan
peruntukkannya dan memenuhi dari apa yang direkeanaika nilai efisiensi
tinggi, maka jumlah belanja diindikasikan sangaggi (Hamzah, 2006).

Guna meningkatkan efektifitas dalam kebijakan fisk@ngan membuat
rencana pengeluaran yang disesuaikan dengan ldgamsependapatan (Fasano,
2002). Temuan data BPS (Jawa Tengah Dalam angk@),2@ghun 2009
pemerintah daerah Jawa Tengah mengurangi targefapatan sebesar 5,51%.
Selain itu, bedasarkan buku Pegangan 2009 Pengslexan Pemerintah dan
Pembangunan daerah yang dikeluarkan Bappenas,s kakbnomi 2008
menyebabkan biaya angkut dan biaya produksi lelasihaindari yang seharusnya
sehingga berdampak pada meningkatnya harga juahdpatan jaséBerdasarkan
ulasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotdseagaeberikut:

Hs: Tingkat efisiensi keuangan daerah sebelum dan sedah krisis
ekonomi 2008 berbeda.

Krisis ekonomi 2008 mengakibatkan kinerja keuangamerintah daerah tingkat
efisiensi keuangan daerah sesudah krisis ekonof8 Bbih rendah dibanding

sebelum krisis ekonomi 2008.
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Aktifitas Keuangan daerah menggambarkan bagaimemeepntah daerah
dalam membelanjakan pendapatan daerah. Dalamilmaémprioritaskan alokasi
dananya pada belanja modal yang digunakan untukyedeakan sarana dan
prasarana ekonomi masyarakat. Semakin tinggi pexsedana yang dialokasikan
belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dgaag digunakan untuk
menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyaeaiddrung semakin besar
(Susantih, 2009).

Ardhini (2011) mengungkapkan bahwa pembangunanndaektor pe-
layanan kepada publik akan merangsang masyarakéi labih aktif dan bergai-
rah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilisgymemadai. Selain itu inves-
tor juga akan tertarik kepada daerah karena fasiftang diberikan oleh daerah.
Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi Infbdanja modal) diha-
rapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pulaikghda gilirannya mampu
meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) pllierhadap pembangunan.

Data BPS Jateng yang bersumber dari Badan Pembarddyasyarakat
dan Desa Provinsi Jawa Tengah mengenai proyek @ambgngunan desa/
kelurahan di Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah tidakukan pada tahun 2008
dan 2009. Dimulai kembali pada tahun 2010 dengda-reda biaya proyek
pembangunan sebesar 466 juta rupiah. Tidak selpasi tahun 2007 dengan
rata-rata biaya proyek pembangunan sebesar 2,§amitupiah. Berdasarkan
ulasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesagaeberikut:

H,4: Tingkat aktifitas keuangan daerah sebelum dan sadah krisis
ekonomi 2008 berbeda.
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Krisis ekonomi 2008 mengakibatkan kinerja keuangamerintah daerah tingkat
aktifitas keuangan daerah dalam memprioritaskakaalodananya pada belanja
modal sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah ndiibg sebelum Kkrisis

ekonomi 2008.

Rasio kontribusi dalam penelitian ini untuk menbetaseberapa besar
kontribusi penerimaan komponen dalam PAD terhadapdg@patan asli daerah
setiap tahunnya dalam persentase, yang dihitungekrsasi jumlah pajak dan
retribusi daerah (Sari, 2010). Semakin tinggi p&ési masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah yang merupadk@mponen utama
Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi tingkat ketimean. Semakin tinggi
masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah alerggambarkan tingkat
kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi [@uprépto, 2006). Semakin
besar kontribusi komponen pendapatan asli daeralmaldn baik kinerja
keuangan pemerintah daerah dalam menggali sumbsrgpoya (Sari, 2010).

Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan iifte&isi pemungutan
pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 20@2sil penelitian Susilo dan Adi
(2007) menemukan adanya peningkatan PAD pada kedgupian kota di Jawa
Tengah. Peningkatan PAD ini disebabkan karena rgkatnya penerimaan dari
pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini mengaslkan adanya upaya yang
keras dari daerah untuk mengoptimalkan potensi gdag sangat mengandalkan
kontribusi langsung masyarakat untuk membayar. Mademikian, pemerintah
daerah harus mencegah eksploitasi yang berlebdraadap upaya peningkatan

PAD ini agar masyarakat tidak semakin terbebani,(2@07).
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Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintah e@baRgunan
daerah menjelaskan bahwa krisis ekonomi 2008 bgrdlipada industri-industri
yang beorientasi pasar ekspor. Penurunan tingkahipean dan komoditas-
komoditas utama ekspor Indonesia mengakibatkan goeta; sektor riil yang
berlanjut kepada kenaikan PHK dan penurunan dayh imasyarakat.
Berdasarkan data BPS Jateng banyaknya industni Basgecil pada kabupaten/
kota di Jawa Tengah mengalami penurunan. Pada t20@n berjumlah 5168
industri, tahun 2008 berjumlah 4678 industri, danjumlah 4213 industri pada
tahun 2009. Hai ini tentunya berpengaruh terhadagemman pajak daerah dan
retribusi daerah yang melibatkan masyarakat darustndindustri tersebut.
Berdasarkan ulasan tersebut, maka dapat dirumimsjgatesis sebagai berikut:

Hs: Kontribusi penerimaan komponen dalam PAD dalam batuk
pajak daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 28@erbeda

He: Kontribusi penerimaan komponen dalam PAD dalam batuk
Retribusi Daerah sebelum dan sesudah krisis ekonom2008
berbeda.

Krisis ekonomi 2008 mengakibatkan kinerja keuangamerintah daerah bentuk
kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribuserdh sebagai komponen PAD

sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibandieigelum krisis ekonomi

2008.
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METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuatu daerah
untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuaragdindaerah dalam
memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalanrstg@nsi pemerintahan,
pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan dgeralengan tidak
tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat daipumyai keleluasaan di
dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan rakayadaerah dalam
batas-batas yang ditentukan peraturan perundargpagad (Susantih, 2009).
Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan addalsaha mengidentifikasi
ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangag yaersedia.

Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupaor&suangan yang
terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban alke@Daerah berupa
perhitungan APBD (Azhar, 2008). Rasio keuangan yaimgunakan dalam
penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pemt&h daerah sebagai
berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalamlipan ini adalah

kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pargyelpemerintah daerah.

Sehingga, ketergantungan kepada pemerintah pusaiikigroporsi yang lebih
61
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kecil, dan PAD harus menjadi bagian terbesar dalanemobilisasi
penyelenggaraan pemerintah. Kemandirian keuanganaldaditunjukkan oleh
besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibgkdn dengan total
pendapatan. Rumusan rasio kemandirian daerah (H2002) yaitu :

Rasio Kemandirian E PAD i

Total Pendapatan Daerah i
Ket : i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jdwagah.

PAD merupakan total penjumlahan dari komponen-karepo Di
antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasggelaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (@d@ju barang milik daerah,
penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraamadber, cicilan rumah dinas,
penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pitig, kgenerimaan jasa giro
(Permendagri No.13 tahun 2006).

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan kenmemdikeuangan
daerah adalah:

1. Membuat tabel perkembangan APBD dari tahun 20095dan2010, lalu
membagi untuk tahun 2005-2007 (periode sebelumskekonomi 2008)
dan untuk tahun 2008-2010 (periode sesudah kiksisani 2008),

2.  Mengidentifikasi PAD dan total pendapatan daeratukumasing-masing
tahun,

3.  Membandingkan antara PAD dengan total penerimaasué formulasi

rasio kemandirian keuangan daerah),
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Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersedmrigan berpatokan

pada:

a. Apabila tingkat kemandirian 0%-25%, berarti kemaarplkeuangan

b.

daerah tersebut rendah sekali. Maka, daerah tdrsabgat bergantung
kepada pemerintah pusat (pola hubungatruktif);

Apabila tingkat kemandirian 25%-50%, berarti kemaamp keuangan
daerah tersebut rendah. Namun, campur tangan peatepusat dalam
hal keuangan sudah mulai berkurang. Sehingga, llasFesebut

dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonoaarah (pola
hubungarkonsultatij.

Apabila tingkat kemandirian 50%-75%, berarti kemaap keuangan
daerah tersebut sedang. Dengan demikian daerah besgngkutan
tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakamsan

otonomi daerah (pola hubungpartisipatif).

Apabila tingkat kemandirian 75%-100% berarti kemaap keuangan
daerah tersebut tinggi. Sehingga, campur tanganeietah pusat
sudah tidak ada karena daerah telah benar-benapun@andiri dalam
melaksanakan urusan otonomi daerah (pola huburejagatif)

(Halim, 2002).

Efektifitas Keuangan Daerah

Analisis efektifitas menggambarkan kemampuan pertaridaerah dalam

merealisasikan PAD yang direncanakan dibandinglengah target PAD yang

ditetapkan. Rumusan rasio efektifitas (Halim, 200#ju :
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Rasio Efektifitasi = Realisasi PAD i

Target Penerimaan PAD i
Ket :i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 18fiéria nilai
efektivitas keuangan daerah dapat dikatakan saefghtif jika nilai rasionya di
atas 100 persen, efektif jika nilai rasionya 90-p@dsen, cukup efektif jika nilai
rasionya 80-90 persen, kurang efektif jika nilaioaya 60-80 persen dan tidak
efektif jika nilai rasionya kurang dari 60 persen.

Langkah — langkah untuk melakukan perhitungan Rdsiektifitas
Keuangan Daerah:

1. Membuat tabel target dan realisasi penerimaan RIAD tahun 2005 hingga
2010, lalu membagi untuk tahun 2005-2007 (perio@belim Kkrisis
ekonomi 2008) dan untuk tahun 2008-2010 (periodadah krisis ekonomi
2008),

2. Mengidentifikasi target penerimaan PAD dan realiggerimaan PAD
untuk masing -masing tahun anggaran,

3. Membandingkan antara realisasi dan target yangagian untuk masing-
masing tahun anggaran (sesuai formulasi rasioigfaktkeuangan daerah),

4. Menentukan tingkat efektifitas.

Untuk menentukan tingkat efektifitas tidaknya puagu PAD

digunakan asumsi sebagai berikut:
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a. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (readisSPAD) semakin
besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebyget(tPAD) maka
dapat dikatakan pemungutan PAD semakin efektif.

b. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (readisSPAD) semakin
kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersetmgeft PAD) maka da-
pat dikatakan pemungutan PAD kurang efektif. Alzalasio efektivi-
tas mencapai 1 (100%) berarti daerah tersebut mangmjalankan tu-
gasnya dengan efektif (Halim 2002).

3. Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkabapdmngan antara
output dan input atau realisasi pengeluaran dengalisasi penerimaan daerah.
Rasio efisiensi (Hamzah, 2006) diukur dengan:

Rasio Efisiensi = Realisasi Pengeluaran

Realisasi Penerimaan

Ket :i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.
Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan Radmdasi Keuangan
Daerah adalah:

a. Membuat tabel realisasi penerimaan (pendapataraliladan pengeluaran
(belanja daerah) dari tahun 2005 hingga 2010, nadunbagi untuk tahun
2005-2007 (periode sebelum krisis ekonomi 2008) wiatak tahun 2008-
2010 (periode sesudah krisis ekonomi 2008),

b. Mengidentifikasi realisasi penerimaan dan realispsngeluaran untuk

masing -masing tahun anggaran,
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c. Membandingkan antara kedua realisasi tersebut yhtgjapkan untuk
masing-masing tahun anggaran (sesuai formulasi o rasfisiensi
penggunaan anggaran),

d. Menentukan tingkat efisiensi.

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara rsiajiemgeluaran dan
realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuramensfistersebut, maka
penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Bualja2007). Apabila kinerja
keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan eiiEikn, 90% - 100% adalah
kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 6080% adalah efisien dan
dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

4.  Aktifitas Keuangan Daerah

Aktifitas keuangan daerah adalah bagaimana perabrintlaerah
memperoleh dan membelanjakan pendapatan daerahnya.
Analisis Aktifitas (Rasio Keserasian Belanja)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda mempskaitaalokasi
dananya pada belanja modal secara optimal. Sertingoj persentase dana yang
dialokasikan belanja pelayanan publik (belanja njadaka dana yang digunakan
untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomanaliay cenderung semakin
besar (Susantih, 2009). Selanjutnya pada penelitiasecara sederhana, rasio
keserasian belanja modal tersebut dapat difornkaassebagai berikut (Marizka,
2009):

Rasio Belanja Modal = Belanja Modal i

Total Belanja Daerah i
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Ket :i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.
Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan Rasisekasian Belanja
Modal adalah:

a. Membuat tabel realisasi belanja modal dan realibatanja daerah dari
tahun 2005 hingga 2010, lalu membagi untuk tahud52Z2D07 (periode
sebelum krisis ekonomi 2008) dan untuk tahun 20@B3Zperiode sesudah
krisis ekonomi 2008),

b. Mengidentifikasi realisasi belanja modal dan realigotal belanja daerah
untuk masing -masing tahun anggaran,

c. Membandingkan antara realisasi belanja modal dalisasi total belanja
daerah yang telah ditetapkan untuk masing-masimgntanggaran (sesuai
formulasi rasio efektifitas keuangan daerah),

5. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi ini untuk mengetahui seberapa rbekantribusi
penerimaan komponen dalam PAD terhadap pendapattindaerah setiap
tahunnya dalam persentase, dapat dihitung daisasaljumlah pajak/ retribusi
daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahgygaaan yang sama.

Rumusan rasio kontribusi pajak daerah dan retritbasrah (Sari, 2010):

Rasio Kontribusi= Jumlah Pajak Daerah

Pajak Daerahi Jumlah PAD (tahun yang sama)
Rasio Kontribusi= Jumlah Retribusi Daerah i
Retribusi Daerah i Jumlah PAD (tahun yang sama) i

Ket :i = Seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah.
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Semakin besar kontribusi komponen pendapatan astatl, semakin baik kinerja

keuangan pemerintah daerah dalam menggali sumtenrgpoya .

Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan Rassothbusi Pajak

a. Membuat tabel realisasi pajak daerah dan retridasrah dari tahun 2005

hingga 2010, lalu membagi untuk tahun 2005-2007idde sebelum krisis

ekonomi 2008) dan untuk tahun 2008-2010 (periodadah krisis ekonomi

2008),

d. Mengidentifikasi realisasi pajak daerah dan resiltlaerah untuk masing -

masing tahun anggaran,

e. Membandingkan antara realisasi pajak daerah deregdisasi pendapatan

asli daerah, serta membandingkan realisasi retrdaesah dengan realisasi

pendapatan asli daerah.

Tabel 3.1

Variabel dan Definisi Operasi

pemerintah daera
danPAD harus
menjadi bagian
terbesar dalam
memobilisasi
penyelenggaraat

—

pemerintah

Total Pendapatan
Daerah

Skala
No | Variabel | Indikator Referensi | Konsep variabel Formula Pengukuran
1. | Kinerja Rasio Halim Kemampuan Skala
Keuangan | Kemandirian (2002) pendapatan daerah Rasio
Keuangan dalam membiayai PAD
Daerah pengeluaran
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Rasio Halim kemampuan pe- Skala
Efektifitas (2002) merintah daerah Realisasi PAD Rasio
Keuangan dalam merealisa-
Daerah sikan Pendapa- | Target Penerimaan

tan Asli Daerah PAD

yang direncana-

kan dibanding-

kan dengan tar-

get yang dite-

tapkan
Rasio Hamzah | menggambarkan Skala
Efisiensi (2006) | perbandingan Realisasi PengeluaranRasio
Keuangan antara output dan
Daerah input atau realisasi Realisasi Penerimaan

pengeluaran

dengan realisasi

penerimaan

daerah
Rasio Susantih | menggambarkan Skala
Aktifitas (2009) | bagaimana pemda  Belanja Modal Rasio
Keuangan mempr_ioritaskan
Daerah Marizka | @lokasidananya | Totq| Belanja Daerah

(2009) pada belanja

modal secara

optimal
Rasio Sari mengetahui Skala
Kontribusi (2010) seberapa besar Rasio
Pajak kontribusi Jumlah Pajak Daerah
Daerah penerimaan

pajak daerah Jumlah PAD

sebagai

komponen dalam

PAD terhadap

pendapatan asli

daerah
Rasio Sari mengetahui Skala
Kontribusi (2010) seberapa besar | Rasio
Retribusi kontribusi Jumlah Retribusi
Daerah penerimaan Daerah

retrlbusll daerah Jumlah PAD

sebagai

komponen dalam

PAD terhadap

pendapatan asli
daerah
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3.2. Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahrataé&abupaten/ kota
se-Jawa Tengah yang terdiri 35 kabupaten/kota i@ dan 29 kabupaten). Penulis
dalam penelitian mengambil seluruh populasi (metsa@asus) dikarenakan
tersedianya seluruh data. Sehingga sampel data yhggnakan adalah
pemerintah daerah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah tgediri 35 kabupaten/
kota (6 kota dan 29 kabupaten).

Data tentang Realisasi Anggaran Pendapatan danjBé&daerah (APBD)
pemerintah kabupaten/ kota sebagai dasar perhitukigerja keuangan untuk
periode sebelum dan sesudah krisis ekonomi 200&saélerdari Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah setiap tghng ditetapkan melalui
Peraturan Daerah. Data tersebut juga diperolehldgnoran Keuangan Daerah
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbandeuangan. Periode
Realisasi APBD yang menjadi pengamatan penelinaadalah periode sebelum
krisis ekonomi 2008 (tahun 2005-2007) dan sesudis lkekonomi 2008 (tahun
2008-2010) dengan jumlah data penelitian sebang@kd2aerah. Dimana jumlah
tersebut dengan rumus:

N = jumlah daerah x periode penelitian
N=35x6
N = 210 daerah

3.3.  Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalala dakunder, yang ber-

sumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD selkalbupaten dan kota se-
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Jawa Tengah, yang diperoleh dari website resmieDiRBerimbangan Keuangan
Departemen Keuanganww.djpk.depkeu.go)d Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, Pemerintah Kabupaten dan Kota (Dinas Palagel Keuangan dan
Kekayaan Daerah) Kabupaten/ Kota. Data yang dicamalalam penelitian juga
merupakan data sekunder yang berasal dari Badat Brasistik (BPS) Provinsi
Jawa Tengah.
3.4. Metode dan Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalaletode
dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengangomapulkan data-data
yang berasal dari dokumen yang sudah ada. Datengsdaelitian ini berasal dari
laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/ ketdasva Tengah periode 2005

hingga 2010.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengasakisierja keuangan
pemerintah daerah. Rasio-rasio tersebut dibandirdgmgan rasio keuangan
sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008. Langkatarpa yang dilakukan
adalah menghitung masing-masing rasio keuanganrpeatedaerah yang sudah
ditetapkan sebagai variabel penelitian. Hasil pengan rasio-rasio ini
selanjutnya digunakan sebagai data dalam pengatgdistik.
3.5.2 Pengujian Statistik

Pengujian statistik dilakukan dengan menguiji r&sivgangan sebelum dan

sesudah krisis ekonomi 2008, dari hasil pengujian diharapkan dapat
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mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kikeergggan pemerintah daerah
sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.

Tahap-tahap pengujian meliputi uji normalitas dd@agan menggunakan
pendekatariKolmogorov -SmirnavDilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk
masing-masing variabel penelitian dengan PaiBaimples T Tesatau pun
Wilxocon Signed Rank TeSiingkat signifikansi atau nilai alfarY pada penelitian
ini ditetapkan untuk seluruh pengujian adalah seb895 atau (5%). Besarnya
nilai alfa (@ ) tergantung pada keberanian pembuat keputusapndalam hal ini
berapa besar kesalahan (yang menyebabkan resikoy wkan ditolerir

(Hendraryadi, 2011). Penjelasan tahap-tahap peargsgbagai berikut:

3.5.2.1Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk mehgetapakah data
berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas peg dilakukan karena untuk
menentukan alat uji statistik apa yang sebaikngairdikan pengujian hipotesis.
Apabila data berdistribusi normal maka digunakast {garametik sebaliknya
apabila data berdistribusi tidak normal maka les#suai dipilih alat uji statistik
non parametik dalam pengujian hipotesis (Blumaf920

Uji statistik Kolmogorov-Smirnovdipilih karena lebih peka untuk
mendeteksi normalitas data dibandingkan pengujengan menggunakan grafik
(Ghozali, 2006). Hipotesis nol @Hdinyatakan bahwa data dari masing-masing
variabel penelitian pada periode sebelum dan saskdais ekonomi 2008
berdistribusi normal. Penentuan normal tidaknyaa diitentukan dengan cara,

apabila hasil signifikansinya lebih besar dari kg signifikansi yang sudah
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ditentukan ¥0,05) maka H diterima maka data tersebut terdistribusi normal.
Sebaliknya apabila signifikansi uji lebih kecil darlai signifikansi (< 0,05) H

ditolak maka data tersebut terdistribusi tidak rarm

3.5.2.2Pengujian Hipotesis

Hasil uji normalitas data digunakan untuk menetukdat uji apa yang
paling sesuai digunakan dalam pengujian hipote§mabila data berdistribusi
normal maka digunakan uji parametrik, yaRaired Sample T TesSementara
apabila data berdistribusi tidak normal uji nongmaetik Wilcoxon’s Signed Rank
Testlebih sesuai digunakan. Uji normalitas data beemnjuntuk menguji apakah
data dalam uji statistik mempunyai distribusi noratau tidak (Bluman, 2009).

Kedua model penelitian pre-post atau sebelum-sésudfi beda
digunakan untuk mengevaluasi perlakutneatmeny tertentu pada satu sampel
yang sama pada dua periode pengamatan yang bemiadaebelum dan sesudah
adanyatreatment Treatmenttertentu pada penelitian ini adalah peristiwaigris
ekonomi 2008. Jik&reatmenttersebut tidak berpengaruh pada subjek, maka nilai
rata-rata pengukurannya adalah sama dengan ataggdia nol dan hipotesis nol
(Ho) diterima, yang berarti hipotesis alternatifnyaajHlitolak. Jikatreatment
ternyata berpengaruh, nilai rata-rata pengukumdaktsama dengan nol {fdya

ditolak, yang berarti hipotesis alternatifnya (ldégrima.

3.5.2.3Paired Samples T Test (Uji sample berpasangan)
Paired Sample T Testtau uji T sampel berpasangan merupakan uji
parametrik yang digunakan untuk menguji apakah pethedaan rata-rata dua

sampel yang berhubungan (Ghozali, 2006). Data &lkedasi dua pengukuran atau
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dua periode pengamatan yang berbeda yang diambgudgek yang dipasangkan
(Bluman, 2009), yaitu kinerja keuangan pemerintabupaten/ kota sebelum dan
sesudah krisis ekonomi 2008.

Paired samples t-tesberguna untuk melakukan pengujian terhadap 2
sampel yang berhubungan atau sering disebut sdmepehsangan yang berasal

dari populasi yang memilki rata-rata€¢ar) sama. Pengambilan keputusan:

Jika probabilitas < 0,05 maka Ha diterima, yan@gheterdapat perbedaan antara

kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum kksisami 2008.

Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak, yang tietmlak ada perbedaan antara

kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dadaegusis ekonomi 2008.

3.5.2.4 Wilcoxon Signed Rank Test
Uji statistik non parametik yang digunakan adalangan Wilcoxon

Signed Rank TesWji ini digunakan untuk menganalisis data berpgsa karena
adanya dua perlakuan yang berbeda. Dalam haliltioxon Signed Rank Test
digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kisegelum dan sesudah krisis
ekonomi 2008, dengan membandingkan masing-masicigkatornya (rasio
keuangan pemerintah daerah). Menurut Ghozali (2Q02ni memberikan bobot
nilai lebih untuk setiap pasangan yang menunjukt@medaan besar antara dua

kondisi dibandingkan dengan dua pasangan yang rogrkkan perbedaan kecil.





